LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il SUKOHARJO
NOMOR : 2 TAHUN 1991 SERI B NO. 1

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 28 TAHUN 1990

TENTANG

PERSEWAAN MESIN GILAS DAN ALAT-ALAT
BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa dengan makin berkembangnya pem -
bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo, maka perlu mendaya gunakah
mesin gilas dan alat berat milik
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo;

b. bahwa untuk memelihara, merawat dan
memperbaiki mesin gilas dan alat

berat tersebut maka perlu menetapkan
uang sewa mesin gilas dan alat berat
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i dengan perkembangan pepe,

SesLi Bev (”'()[n
an dewasa 1nl;
.+ bahwa sehubungan dengarn ha Lersey, 1
. ( oL ‘ : | " |
diatas, perlu mengganti Peiy Lur,

v mez 5|
Dacrah Kabupaten D:l.(,rrr.;h Iingky !
Sukohar jo Nomor 3 Tahun 1981 6
Persewaan Mesin Gilas dengan Peryy

Daerah.

Undang-undang Nomor $) 'J_‘:?Lhun 1974 ton.
tang Pokok-pokok Pemerintahan di Da.

erah;

—
.

Mengingat

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun g5,
tentang  Pembentukan  Daerah-daers
Kabupaten dalam Lingkungan Propingj
Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957
tentang Peraturan UmumRetribusi Daeran

4. UnGang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ten-
tang Hukum Acara Pidana;

O. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
undang Hukuk Acara Pidana;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daeral
Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun
1986 tentang Pengusulan, Pengangkatan
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabu-
paten Daerah Tingkat IT Sukohar jo.

Dengan persetujuan Dewan Pe y
rwak bu-
paten Daerah Tingkat II § Ukoharj]:ian Rakyat Dewah Ka
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yenetapkan i PERATURAN DAERAH KABUPATEN DARRAH T1ne

KAT 1T SUKOHARJO TENTANG P RSEWA STN
; i PERSEWAAN MESTN
GILAS DAN ALAT-ALAT BERAT. '

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo;

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Sukoharjo;

i |
Ispektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wila-
yah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan pada
Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo;

Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjoj;

Mesin Gilas adalah Mesin Gilas milik Pemerintah

~ Daerah Tingkat II Sukoharjo; _
.,Alat-alat Berat adalah mesin Wacher, mesin pemecah

Batu, mesin Penyemprot Aspal dan mesin Stemper (pema-
dat);

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat IT Sukoharjo;
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Jidalamnva kesatuan masyal wkat hukum yang AL
didalamnya Pemerintah terendah  langsiing ik

k.

(1)

wanisasi
OI'Eanis rumah Fange. 2N
HEH 1

dan berhak menve lenggarakarn

camat A I . i
sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan RI;
U ilayah yang ditempgr: .
kelurahan adalah suatu Wil 1.\” . 16 SAtempat] gy,
sejumlah penduduk yang mempunyal ‘(”Sf””-'{-"'ﬁl pemer;
tah terendah langsung dibawah (_»lﬂld_t., tid
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

LI Y
r}. hr.rh:’;{

BAB I1
PENGGUNAAN DAN PERIJINAN
Pasal 2
Mesin Gilas dan atau Alat-alat Berat yang tigsp

digunakan untuk Kkeperluan Pemerintah Daerah dapa:
disewakan kepada pihak yang membutuhkan.

Penggunaan Mesin Gilas dan atau Alat-alat Bera:

(2)
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya

(3)

(4)

(5)

dapat diberikan Kkepada pihak yang melaksanakan
pekerjaan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II

Sukohar jo;
Penggunaan Mesin Gilas dan atau Alat-alat berat di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo harus
mendapat Ijin Bupati Kepala Daerah;

Untuk dapat menggunakan mesin gilas dan atau alat-
alat berat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3)

l?qsal ini, penyewa harus mengajukan permohonal
1Jin kepada Bupati Kepala Daerah;

Tata cara permohonan ijin persewaan mesin gilas dan
g::?ahalat-alat berat diatur oleh Bupati Kepal2

188
Scanned with CamScanner



—————————

Pasal 3
: -petugas yang menjalanka ik -
pei.ugas P . Jelle an mesin 21 las dan
(1) .tau alat-alat berat diatur oleh Kepala ppy.

petugas-petugas sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal
ini melapor dan bertanggung jawab kepada. Kepala
DPU.

(2)

petugas-ppetugas tersebut menerima uang lelah yang

(8 dibebankan pada penyewa.

BAB III

PERSEWAAN
Pasal 4

(1) Untuk menggunakan mesin gilas dan atau alat-alat
berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 2 Per
aturan Daerah ini dikenakan uang sewa. o

(2) Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal
~ ini ditentukan sebagai berikut :

a. Mesin Gilas dengan berat 1 ton s/d 5 ton sebesar
Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupi-
ah) sehari;

s
b. Me. '~ Gilas dengan berat diatas 5 ton sebesar
Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

sehari;

c. Mesin Wacher sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas
ribu rupiah) sehari;

d. MesinPemecah Batu sebesar Rp. 30.000,00 (tiga
puluh ribu rupiah) sehari;
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Aspal sebesar Rp. 20.000 00
¥ WA

e. Mesin penyemprot. .
iah) seharl;

(dua puluh ribu rup

{, Mesin Stemper (P(-\.deat;) sqbesa.r Rp. 10.000, 0
(gepuluh ribu rupiah) sehari.

(3) Hitungan sehari sebagaimana dj.mal}sud ayat .(2) Pasa]
ini adalah mulai jam 07.00 sampai dengan jam 16.0( ;

(4) Khusus Desa/Kelurahan yang menggunakan mesin gijag
dan atau alat-alat beral diatur oleh Bupati Kepaly
Daerah.

(5) Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dap

(4) Pasal 4 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas
Daerah.

BAB IV
KEWAJIBAN PENYEWA

Pasal 5

(1) gzlama menggunakan .mesin gilas dan atau alat-alat
rat, penyewa selain mebayar uang sewa sebagaimana

c[ii)aimksuq dalam ayat (2) dan (4) Pasal 4 Peraturan
erah ini, diwajibkan pula untuk :

a. Memenuhi kebutuhan bahan bakar, oli mesin dan

pelumas;
> ﬁzgggzigzzugzgg lelah, makan dan waktu istirahal
yang menjal . :
atau alat-alat berat; jalankan mesin gilas dan
G

Besarnya uang lelah sebagai
; agaimana di lam
huruf b ditentukan sebagai beri]&mtdlrmaksud =

1. Petugas pengemudi sebesar Rp. 1.500,00 (s€-

ribu lima ratus rupiah) sehari :
b]
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0. Petugas pembant,,

: Sebegar p
rupiah) sehari . r Rp.

4. Menaggung biaya perh iy
gilas dan atau alat-alat ber:
akibat penggunaan glat ter.;-o(éjjf

e. Mengembalikan mesin gilas g
berat dalam keadaan bgjj dan %C;patd_.,al% alat

an kerjcai
4 _,r“.‘:d}’.?j_n P ries

= AN mees .

Yang ri“ " 94 )

o 5 Ul7 8559 TR E

. » g1 “F

' ‘I’T,.‘:

P
~dlat

) Yang dimaksud dengan ke
(1) huruf'd Pasal inj adalah ut aya
kurang dari Rp. 100.000,00 (Seratﬁer‘u._sakan bernila;

(2

penyewa hanya diijinkan menggunakan sl wiies )
atau alatfalat berat untuk proyek atay peker jian seng?i
ti yang ditentukan dalam ijin sebagaimana di A e
(2) Pasal 2 Peraturan Daerah ini. S

BAB V
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada
Bagian Pembangunan dan Dinas Pekerjaan Umum.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah 1ini
diserahkan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan

Bagian Hukum.

Pasal 8

(1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesis
i di i i ridikan

vang bertugas menyidik tindak pidana, penyidl
atas tindgak pidana sebagaimana dimaksud dalam
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Peraturan  Daerah ini, (]H[)H.?. ,|np:nr‘cll.ln‘kuk;m e
e C Negerd Sipil (PPNS)  dilingy h
Penyidik Pegawai Negel ) ) 'ng Ungy,
Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetgp, "
sesuai dengan perundangan yang berlaku.

v Penyidik Pegawai N

(2) Dalam melaksanakan tugas, dcnyk g ngf r” egen |

h ‘ ; ' su at (

Sipil (PPNS) sebagaimana dima ye ) Pagy)

ini berwenang :

menerima laporan atau pengaduan dari seseorang

tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu diten.
pat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

al

¢ menyuruh berhenti seseorang tersangka dari pep_
buatannya dan memeriksa tanda pengenal dipj

tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Memanggil seseorang untuk" didengar dan diperikgy
sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli,yang diperlukan dalam hu
bungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. menggadakan penghentian penyidikan setelah men-
dapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Re-
publik Indonesiabahwa tidak terdapat cukup bukti
atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak
pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum dan
se’ jutnye melalui Penyidik Polisi Negara Repu-
blik Indonesia memberitahukan hal tersebut kemd
Penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
dapat 'dipertanggung jawabkan.

(3) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daeral
ini diberikan biaya operasional yang besarnya di-
tetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan
ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj2
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Sukoharjo.
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BAR Vi
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

pelanggaran terhadap ketentuan Pags] 4 ayat (1). (91
(3), (4) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daersh
dli:lnC-ﬂn'l pidana kurungan selama-lamanya 6 (enqm ) ila
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.00

Lima g lish
ribu Tupiah) .

BAB VII

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini
akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala

Daerah
sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3
Tahun 1981 tentang Persewaan Mesin Gilas yang diundang-
kan dalam I.embaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukohar jo tanggal 30 Maret 1982 Seri B Nomor 1, dinyata
kan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diun-
daﬂgkan
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‘

{ m{mg(‘,l,?lhl}]'l nya, Iemerj ntahy,
: ' ' a7 1 v
Daerah ini dengan penempats, "
ey LAl My,

ten Daerah Tingkat [7] g JE'/ .
WMUKOL

Agar setiap orang dapa
pengundangan Peraturan
dalam Lombaran PDacrah Kabupi

harjo.
Sukoharjo, 29 Desember 1990

BUPATT KEPALA DAERAH TINGKaT T

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT L1 I
SUKOHARJO SUKCHAR.JO
KETUA
DJOKO WALUJO, BA Drs. SETYAWAN SADONO
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DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubermyr
Kepala Daerah Tingkat 1
Jawa Tengah

Tanggal 16 Pebruari 1991 No, 188.3/54/199]

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT T
JAWA TENGAH '
Kepala Biro Hukum

ttd

SARDJITO, SH
NIP. 500 03 373

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukohar jo
~ Nomor : 2 Tanggal 5 Maret 1991 Seri B No. 1

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
ttd

Drs. SOETJIPTO
NIP. 500031518

161a

Scanned with CamScanner



